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 BAKN belum Bz Cegah lafia Anggarar

PATUT diakui bahwa undang-
undang tentang anggaran
pendapatan dan belanja ne-
gara (APBN) yang dihasil-
kan setiap tahun merupakan
produk pemerintah, Hal tu
sudah menjadi tradisiegislasi
selama ini,

“Meskipun secara aturan
tidak diatur, perumusan UU
APBN dianggap telah men-
jadi tradisi pemerintah untuk
membuatnya dan disahkan
oleh DPR RL” Kata Direktur
Eksekuti{ Lingkar Madani
untuk Indonesia (Lima) Ray
Rangkuti dalam workshop ten-
tang efektivitas pengawasan
keuangan oleh DPR RI, di Ja-
karta, kemarin.

Walaupun saat ini DPR me-
miliki Badan Akuntahilitas
Keuangan Negara (BAKN),

Kata dia, hal itu tidak efektif
karena hanya bertugas me-
lakukan audit pascapengang-
garan, Untuk it, diperhikan
sebual strategi pengawasan
keuangan negard oleh DPR
dan pemetaan posisi BAKN
dalam kerangka efektivitas
keuangan negara.

* “Problem kita BAKN tidak

efektif, padahal tugasnya
melakukan audit, Selama ini
yang dilakukan pascaaudit,”
tegas Ray. |

Idealnya, lanjut Ray, BAKN
mestl diorientasikan melaku-
kan telaah sebelum anggaran
dikucurkan. “UU yang murni
pemerintahhanya APBN, tapt
Itutradisi, bukan sistem. Kami
berharap ada perubahan,”
ujarnya,

Ray menambahkan, seha-

rusnya DPR memiliki ran-
cangan APBN dan APBN-P
yang kemudian digodok guna
mencari anggaran yang paling
layak untuk digunakan, [ika
selama ini perencanaan APBN
dan APBN-P hanya dilaksana-
kan pemerintah, mereka akan
sulit untuk mengevaluasi
Direkar Indonesia Budget
Center (IBC)Arif Nur Alam me-
nambahkan, ada masalahyang
perlu dibenahi dalam peng-
anggaran di DPR, Hadirnya
BARN pun seperti tidak ber-
arti saat tradisi penganggaran
hanya dilakukan pemerintah,
khususnya soal APBN
Seharusnya, kata dia, BAKN"
tidak hanya menelaah ha-
sil audit Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK), tetapi juga
hisa menerima laporan ma- -

syarakat

“Dari segi regulasi ada per-
soalan serius di tubuh DPR,
khususnya BAKN. Dalam hal
ini BAKN hanya menelaah.
Kami mendorong laporan
masyarakat ke BAKN, bukan
hanya menelaah hasil audit
BPK” cetus Arif. |

Anggota BAKN DPR Eva
Kusuma Sundart menyambut
baik usulan IBC dan berbagai
LSM terkait dengan penguat-
an BAKN. Namun, yang perlu
didorong ialah pembentukan
pengawasan oleh publik ter-
hadap kevangan negara.

“Teman-teman harus dido-
rong membentuk pengawasan
publik dan BAKN dari sisi
parlemen. Pengawasan it
harus dikeroyok,” paparnya.
(Pit/P-3)
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